







2.1.      Landasan Teori 
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Menurut Halim (2012: 101). “Pendapatan ini merupakan semua penerimaan 
daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Pendapatan Daerah sesuai UU 
No.33 Tahun 2004 Pasal 1 adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sesuai dengan 
UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
daerah pasal 6 bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut : 
1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah :  
a. Hasil Pajak Daerah  
b. Hasil Retribusi Daerah  
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya 
yang dipisahkan.  
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah (Halim 2012;101).  
2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari :  
a. Sumbangan dari pemerintah,  
b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan,  
c. Pendapatan lain-lain yang sah. 
 
2.1.1.1. Pajak Daerah 
Sedangkan, Menurut UU 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi 
daerah (2009:3) menyatakan bahwa:  
“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
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memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara lansung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat” 
Berdasarkan Undang – undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
yang dimaksud dengan Pajak Daerah ialah:  
 “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang 
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah 
pembangunan daerah”. 
Menurut Halim (2012:102) menjelakan bahwa jenis pendapatan pajak untuk 
provinsi dan pajak Kabupaten/Kota meliputi objek pendapatan sebagai berikut : 
Jenis pendapatan pajak untuk provinsi : 
 Pajak kendaraan bermotor 
 Bea balik nama kendaraan bermotor 
 Pajak bahan bakar kendaraan bermotor  
 Pajak kendaraan diatas air 
 Pajak air dibawah tanah  
 Pajak air permukaan  
Jenis pendapatan untuk Pajak kabupaten/kota :  
 Pajak hotel  
 Pajak restoran  
 Pajak hiburan  
 Pajak reklame  
 Pajak penerangan jalan  
 Pajak pengambilan bahan galian golongan C  
 Pajak parker  
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 Pajak mineral bukan logam dan bantuan  
 Pajak sarang burung wallet  
 Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan  
 BPHTB 
 
2.1.1.2. Retribusi Daerah 
 Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut 
sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh 
pemerintah daerah kepada masyarakat. Selain pajak daerah, sumber pendapatan asli 
daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya 
pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah.  
Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan 
Retribusi daerah (2009:9) menyatakan bahwa:  
“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus  
disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 
orang pribadi atau badan.” 
Pada prinsipnya retribusi sama dengan pajak, dimana pungutannya dapat 
dipaksakan, diatur berdasarkan undang-undang dan pemungutannya dilakukan oleh 
negara. Namun yang membedakan retribusi dengan pajak adalah imbalan atau kontra 
– prestasi, yakni dalam retribusi dapat langsung dirasakan pembayar. 
Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya 
biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan 
atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan 
pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan, 
jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut asas manfaat 
(benefit principles). Berdasarkan asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan 
manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat yang dari pelayanan yang diberikan 
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oleh pemerintah, namun yang menjadi persoalannya adalah dalam menentukan 
berapa besar manfaat yang diterima oleh orang yang membayar retribusi tersebut dan 
menentukan berapa besar pungutan yang harus dibayarnya (Yovita 2011). 
 Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah  dan Retribusi 
Daerah untuk provinsi jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :  
 Retribusi pelayanan kesehatan,  
 Retribusi pemakaian kekayaan daerah,  
 Retribusi pengujian kapal perikanan. 
Menurut Halim ( 2012:104) menjelaskan bahwa jenis pendapatan retribusi 
kabupaten/kota meliputi objek pendapatan sebagai berikut: 
 Retribusi pelayanan kesehatan,  
 Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,  
 Retribusi penggantian biaya cetak KTP,  
 Retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil,  
 Retribusi pelayanan pemakaman,  
 Retribusi pelayanan pengabuan mayat,  
 Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum,  
 Retribusi pelayanan pasar,  
 Retribusi pengujian kendaraan bermotor,  
 Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran,  
 Retribusi penggantian biaya cetak peta,  
 Restribusi Pelayanan Pendidikan,  
 Restribusi Pelayanan tera/tera ulang,  
 Restribusi pengendalian menara telekomunikasi,  
 Retribusi pengujian kapal perikanan,  
 Retribusi pemakaian kekayaan daerah,  
 Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan,  
 Retribusi jasa usaha tempat pelelangan,  
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 Retribusi jasa usaha terminal,  
 Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir,  
 Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pengsagrahan/vila,  
 Retribusi jasa usaha penyodotan kakus,  
 Retribusi rumah potong hewan,  
 Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal,  
 Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga,  
 Retribusi jasa usaha penyebrangan diatas air,  
 Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah,  
 Retribusi izin mendirikan bangunan,  
 Restribusi usaha pengolahan limbah cair,  
 Restribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah,  
 Retribusi izin tempat penjualan minuman berakholol,  
 Retribusi izin gangguan,  
 Retribusi izin trayek,  
 Restribusi Usaha Perikanan,  
 Restribusi izin mendirikan bangunan. 
 
2.1.1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 
lainnya yang dipisahkan.  
Menurut Halim (2012:104) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang 
dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan daerah yang 
dipisahkan. Jenis pendapatan ini dibagi menjadi objek pendapatan yang mencakup: 
1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; 
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN; 
dan 
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 




Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah 
dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD. Tujuan 
didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau 
mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang 
lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan 
daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik 
daerah.  Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan 
dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja 
daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri, dalam 
hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan 
daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan 
daerah yang dipisahkan, maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan 
yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan 
utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititkberatkan 
kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional 
umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju 
masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan 
perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip 
ekonomi secara umum, yakni efisiensi (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962). 
 
2.1.1.4.  Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  
Menurut Halim (2012:104). “Lain-lain pendapatan yang sah ini merupakan 
penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini 
disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. 
Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :  
 Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan,  
12 
 
 Jasa giro,  
 Pendapatan bunga,  
 Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah,  
 Penerimaan komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 
penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah, 
 Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 
uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan 
pekerjaan,  
 Pendapatan denda pajak,  
 Pendapatan denda restribusi,  
 Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,  
 Pendapatan dari pengembalian,  
 Fasilitas social dan fasilitas umum,  
 Pendapatan dari penyelnggaraan pendidikan dan pelatihan,  
 Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan,  
 Hasil pengelolaan data bergulir. 
Menurut Erlina (2015:112). “ Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam 
jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan”. 
 
2.1.1.5. Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah 
Salah satu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. 
Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu 
faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja 
rutin serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat untuk memasukkan 
uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan 
daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa 
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tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang menangani atau 
yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut (Yovita 2011). 
Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah didalam 
pelaksanaan otonomi daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber 
diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan 
sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah 
(non PAD) sifatnya lebih terikat. Adanya penggalian dan peningkatan pendapatan asli 
daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya 
dalam penyelenggaraan urusan daerah (Damang 2010). 
Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli 
daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh 
daerah dalam rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan 
kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan 
pemerintah tingkat atas (subsidi). Hal ini berarti usaha peningkatan pendapatan asli 
daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang Iebih luas tidak hanya ditinjau dan segi 
daerah masing-masing tetapi daham kaitannya dengan kesatuan perekonomian 
Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk 
memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan 
pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh 
karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap 
daerah (Damang 2010). 
 
2.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU) 
Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah bahwa: 
“Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
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pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 
rangka pelaksanaan Desentralisasi”.  
Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah 
penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan 
mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang 
potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi 
DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil 
namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, 
dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan 
daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum 
APBD dikurangi dengan belanja pegawai. 
Berdasarkan Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa: 
“Pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan 
yang terdiri dari DAU, DAK, dan DBH yang terdiri dari pajak dan Sumber Daya 
Alam. Selain itu, Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa 
PAD, pembiayaan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan semua 
dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah 
Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk 
meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat”. 
 Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa : 
“Kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan 
dengan menggunakan pendekatan Fiscal Gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah 
ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah”.  
Menurut Halim (2016:127), “Jumlah keseluruhan DAU sekurang – 
kurangnya 25,5% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN 
yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2007, dan mulai tahun 2008 jumlah 
keseluruhan DAU  sekurang – kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto”. 
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Proporsi DAU untuk provinsi untuk kabupaten/kota, masing – masing 10% 
dan 90% dan dapat berubah sesuai dengan adanya pergeseran perimbangan 
kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota (Halim, 2016:127). 
 
2.1.3. Dana Bagi Hasil (DBH) 
Dana ini merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan 
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah). DBH 
yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu 
DBH pajak dan DBH bukan pajak / Sumber Daya Alam (Halim 2012;105). 
Berdasarkan UU PPh yang baru (UU Nomor 17 Tahun 2000), mulai tahun 
anggaran 2001 Daerah memperoleh bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang 
pribadi (personal income tax), yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25/29 Orang 
Pribadi. Ditetapkannya PPh Perorangan sebagai objek bagi hasil dimaksudkan 
sebagai kompensasi dan penyelaras bagi daerah-daerah yang tidak memiliki SDA 
tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara (APBN).  
DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan 
merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana 
pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain 
DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase 
tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Penerimaan DBH pajak bersumber 
dari : Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25), 
Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN). Sedangkan 
penerimaan DBH SDA bersumber dari: Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, 





2.1.3.1. Dana Bagi Hasil Pajak 
Dana ini merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil 
berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi. Dasar hukum dana bagi hasil pajak adalah:  
a. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan  
b. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan  
c. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
d.Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Harahap 2010).  
DBH yang berasal dari pajak adalah bagian daerah yang berasal dari 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan, pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi 
Dalam Negeri, dan pajak penghasilan pasal 21. Penetapan alokasi DBH 
Pajakditetapkan oleh menteri keuangan. DBH pajak sendiri disalurkan dengan cara 
pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah 
(Harahap 2010). 
Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak 
Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh pasal 21 dibagi dengan imbangan 
60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan. Berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan, ”penerimaan negara dari PPh WPOPDN (Wajib Pajak Orang 
Pribadi Dalam Negeri) dan PPh pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% 
dengan rincian 8% untuk provinsi yang bersangkutan dan 12% untuk kabupaten/kota 
dalam provinsi yang bersangkutan”. Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 
21 dilaksanakan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan PPh WPOPDN dan PPh 





2.1.3.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)  
 DBH Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari 
penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, 
pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi 
(Harahap 2010). 
 Pembagian penerimaan negara yang berasal dari sumber daya kehutanan 
ditetapkan sebagai berikut: 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah, yang 
diperoleh dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Provisi Sumber Daya 
Hutan. Bagian negara dari penerimaan negara iuran penguasaan hutan dibagi dengan 
perincian 16% untuk daerah yang bersangkutan dan 64% untuk daerah 
kabupaten/kota penghasil. Bagian daerah dari penerimaan negara provisi sumber daya 
hutan dibagi dengan perincian 16% untuk daerah yang bersangkutan, 32% untuk 
daerah kabupaten/kota penghasil lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. 
Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangan 
sebesar 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah. Penerimaan pertambangan 
umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan 
imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah, yang diperoleh dari 
penerimaan iuran tetap (Land-rent) dan penerimaan iuran eksplorasi (royalti). Bagian 
daerah dari penerimaan negara iuran tetap, dibagi dengan perincian 16% untuk daerah 
provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil. Bagian 
daerah dari penerimaan negara iuran eksplorasi, dibagi dengan perincian 16% untuk 
daerah provinsi yang bersangkutan, 32% untuk daerah kabupaten/kota penghasil 
lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Bagian kabupaten dalam provinsi yang 
bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota 
dalam provinsi yang bersangkutan (Harahap 2010). 
 Penerimaan iuran tetap (land-rent) adalah seluruh penerimaan iuran yang 
diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau 
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eksploitasi pada suatu wilayah kuasa pertambangan. Penerimaan iuran eksplorasi dan 
iuran eksploitasi (royalti) adalah iuran produksi yang diterima negara dalam hal 
pemegang kuasa pertambangan eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang 
tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepadanya serta atas hasil yang 
diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi (royalti) satu atau lebih bahan galian 
(Harahap 2010). 
 Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor perikanan terdiri dari: 
Penerimaan pungutan pengusahaan perikanan, Penerimaan pungutan hasil perikanan. 
Dana bagi hasil perikanan untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan porsi yang sama 
besar untuk seluruh kabupaten/kota. Bagian daerah dari penerimaan negara sektor 
perikanan dibagikan dengan sama besar kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 
 Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan 
gas yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam 
sektor pertambangan dan gas alam dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah 
dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya (Harahap 2010). 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan 
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas 
Bumi (Migas), DBH Sumber Daya Alam pertambangan minyak bumi dibagi dengan 
yang bersangkutan (Harahap 2010).  
Sementara itu, DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi dibagi 
dengan imbangan 69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah. DBH 
Pertambangan Gas bumi sebesar 30% dibagi dengan rincian 6% untuk provinsi yang 
bersangkutan, 12% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 12% untuk seluruh 
kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Gas 
bumi sebesar 0,5% dibagi dengan rincian 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan, 
0,2% untuk kabupaten/kota penghasil, serta 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota 
lainnya dalam provinsi yang bersangkutan (Harahap 2010). 
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DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi sebear 80% dibagi 
dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota 
penghasil, dan 32% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang 
bersangkutan. Penyaluran DBH Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi ke 
daerah dilakukan dengan menggunakan asumsi dasar harga minyak bumi tidak 
melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari penetapan dalam APBN tahun 
berjalan. Dalam hal asumsi dasar harga minyak bumi yang ditetapkan dalam APBN 
Perubahan melebihi 130% (seratus tiga puluh persen), selisih penerimaan negara dari 
minyak bumi dan gas bumi sebagai dampak dari kelebihan dimaksud dialokasikan 
dengan menggunakan formula DAU (Harahap 2010). 
Ketentuan mengenai tata cara penghitungan selisih penerimaan negara dari 
minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Menteri Keuangan. Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor 
pertambangan minyak dan gas alam berasal dari kegiatan operasi pertamina sendiri, 
kegiatan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract) dan kontrak kerjasama 
selain kontrak bagi hasil. Komponen pajak adalah pajak-pajakdalam kegiatan 
pertambangan minyak dan gas alam dan pungutan-pungutan lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
2.1.4.    Belanja Modal 
2.1.4.1. Pengertian Belanja Modal 
Menurut Halim (2012;107) “Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran 
untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu 
periode akuntansi”.  
Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran 
“Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka 
memperoleh atau menambah aset tetap dam aset lainnya yang memberi manfaat lebih 
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dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau 
aset lainnya yang ditetapkan pemerintah”. 
 Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 “Belanja Modal merupakan belanja 
Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan 
menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang 
bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum”.  
Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti 
peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal 
dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Aset tetap yang dimiliki 
pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama 
dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam 
bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap.  
Sedangkan menurut PSAP Nomor 2, “Belanja Modal adalah pengeluaran 
anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih 
dari satu periode akuntansi”. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 
59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai asset tetap berwujud yang dianggarkan dalam 
belanja modal sebesar harga beli/bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait 
dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan.  
Kemudian pada pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 
menyebutkan bahwa : 
 ”Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar 
pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran 
anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode 
akuntansi bersifat tidak rutin”. 
 Ketentuan hal ini sejalan dengan PP 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan khususnya PSAP No 7, yang mengatur tentang akuntansi asset tetap. 
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka 
memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat 
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lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset 
tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.  
Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja modal terdiri dari 5  
kategori utama, yaitu:   
1. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 
pengadaan/pembeliaan/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, 
pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, 
dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan 
sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.  
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan 
untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas 
peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih 
dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam 
kondisi siap pakai  
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang 
digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk 
pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan 
gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan 
bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.  
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang 
digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan 
pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk 
perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang 
menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam 
kondisi siap pakai.  
 5.  Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 
 pengadaan/penambahan/penggantian pembangunan/pembuatan serta 
 perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja  
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 modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan 
 jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, 
 pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk 
 museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah. 
 
2.1.4.2.  Komponen Biaya 
 Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau 
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara 
langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat 
bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. 
 
Tabel 2.1 
Daftar Komponen Biaya Modal 
Jenis Belanja Modal Komponen Biaya Yang Dimungkinkan Di 
Dalam Belanja Modal 
Belanja Modal Tanah  Belanja Modal Pembebasan Tanah 
 Belanja Modal Pembayaran Honor 
Tim Tanah 
 Belanja Modal Pembuatan Sertifikat 
Tanah 
 Belanja Modal Pengurungan dan 
Pematangan Tanah 
 Belanja Modal Biaya Pengukuran 
Tanah 
 
Belanja  Modal  Gedung dan 
Bangunan 
 Belanja Modal Bahan Baku Gedung 
dan Bangunan 
 Belanja  Modal  Upah  Tenaga  
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Kerja  dan  Honor 
 Pengelola Teknis Gedung dan 
Bangunan 
 Belanja    Modal   Sewa    Peralatan    
Gedung   dan Bangunan 
 Belanja    Modal    Perencanaan    dan    
PengawasanGedung dan Bangunan 
 Belanja Modal Perizinan Gedung dan 
Bangunan Belanja  Modal  
Pengosongan  dan  Pembongkaran 
Bangunan Lama Gedung dan 
Bangunan 
 Belanja   Modal   Honor   Perjalanan   
Gedung   dan Bangunan 
 Belanja Modal Perizinan Gedung dan 
Bangunan Belanja  Modal  
Pengosongan  dan  Pembongkaran 
Bangunan Lama Gedung dan 
Bangunan 
 Belanja   Modal   Honor   Perjalanan   
Gedung   dan Bangunan 
 
Belanja Modal Peralatan dan 
Mesin 
 Belanja Modal Bahan Baku Peralatan 
dan Mesin 
 Belanja  Modal  Upah  Tenaga  
Kerja  dan  Honor 
 Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin 
 Belanja Modal Sewa Peralatan, 
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Peralatan dan Mesin Belanja Modal 
Perencanaan dan Pengawasan 
Peralatan dan Mesin 
 Belanja Modal Perizinan Peralatan dan 
Mesin Belanja Modal Pemasangan 
Peralatan dan Mesin Belanja Modal 
Perjalanan Peralatan dan Mesin 
Belanja    Modal    Jalan, Irigasi 
dan Jaringan 
 Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan 
Jembatan 
 Belanja  Modal  Upah  Tenaga  
Kerja  dan  Honor 
 Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan 
 Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan 
dan Jembatan 
 Belanja Modal Perencanaan dan 
Pengawasan Jalan dan Jembatan dan 
Pengawasan Jalan dan Jembatan 
 Belanja Modal Perizinan Jalan dan 
Jembatan 
 Belanja  Modal  Pengosongan  dan  
pembongkaran Bangunan Lama Jalan 
dan Jembatan 
 Belanja Modal Perjalanan Jalan dan 
Jembatan Belanja Modal Bahan Baku 
Irigasi dan Jaringan Belanja  Modal  
Upah  Tenaga  Kerja  dan  Honor 
Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan 
 Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi 
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dan Jaringan Belanja Modal 
Perencanaan dan Pengawasan Irigasi 
dan Jaringan 
 Belanja Modal Perizinan Irigasi dan 
Jaringan 
 Belanja  Modal  Pengosongan  dan  
Pembongkaran bangunan Lama 
Irigasi dan Jaringan 
 Belanja Modal Perjalanan Irigasi dan 
Jaringan 
 Modal Bahan Baku Irigasi dan 
Jaringan Belanja  Modal  Upah  
Tenaga  Kerja  dan  Honor Pengelola 
Teknis Irigasi dan Jaringan 
 Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi 
dan Jaringan Belanja Modal 
Perencanaan dan Pengawasan Irigasi 
dan Jaringan 
 Belanja Modal Perizinan Irigasi dan 
Jaringan 
 Belanja  Modal  Pengosongan  dan  
Pembongkaran bangunan Lama 
Irigasi dan Jaringan 
 Belanja Modal Perjalanan Irigasi dan 
Jaringan 
 




 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan 
Pengelola Teknis Fisik Lainnya 
 Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik 
lainnya 
 Belanja Modal Perencanaan dan 
Pengawasan Fisik lainnya 
 Belanja Modal Perizinan Fisik lainnya 
 Belanja Jasa Konsultan Fisik lainnya 
Sumber : Yovita 2011 
 
2.2 Kerangka Pemikiran 
 Kerangka pemikiran adalah jaringan asosiasi yang disusun, dijelaskan dan 
dielaborasi secara logis antar variabel yang dianggap relevan pada situasi masalah 
dan diindentifikasi melalui proses seperti wawancara, pengamatan, dan survey 
literature ( Sekaran 2006 didalam Wiyono 2011: 36). 
   
 
        H1    
        H2 
        H3 
    
     
          
          H4 
 
 









 Berdasarkan gambar kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa 
variabel Independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1), Dana Alokasi Umum 
(DAU) (X2), Dana Bagi Hasil (DBH) (X3) diduga berpengaruh terhadap variabel 
dependen yaitu Belanja Modal (Y) baik secara silmultan atau parsial. 
 
2.3 Hipotesis 
Berdasarkan kerangka berfikir yang telah disajikan tersebut, maka hipotesis 
penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi diatas adalah sebagai berikut :  
H1  =  Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi 
Hasil (DBH) diduga berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah 
Provinsi Sumatera Selatan. 
H2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga berpengaruh terhadap Belanja Modal di 
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 
H3 = Dana Alokasi Umum (DAU) diduga berpengaruh terhadap Belanja Modal di 
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 
H4 = Dana Bagi Hasil (DBH) diduga berpengaruh terhadap Belanja Modal di 
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 
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Sumber : Data diolah  peneliti 2017 
